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KERANGKA ACUAN KERJA

pemelibaraan Kantrantibmas dan pencepahan undak kniminal
I'enyedinan jasa Pengamanan Kantor dan Objek Vital dan Asct Negara

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten

Organisast

Pesisir Selatan
Fahun Anggaran 2020
A.  Latar Belakang

B.

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuvangan Negara
mencgaskan bahwa laporan pertanggung jawaban Keuangan Negara dinyatakan dalam
bentuk laporan Keuangan dan berdasarkan Undang — Undang Nomor | tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan bahwa laporan Keuangan dimaksud harus
disusun berdasarkan proses akuntansi yang dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran dan
Kuasa Pengguna Anggaran. Lebih rinci dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor
08 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Peﬁwrinmh wajb
disusun dan disampaikan Kepala Daerah kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 tentang
Percepatan pemberantasan Korupsi dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Republik Indonesia Nomor : SE/31/M.PAN/12/2004, perihal Penctapan Kinerja,
maka disusunlah Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2012,
Penetapan Kinerja ini merupakan kontrak kerja yang harus diwujudkan oleh para kepala
SKPD sebagai penerima amanah dan menjadi dasar penilaian/ evaluasi kinerja dan

scbagai tolak ukur keberhasilan kinerja SKPD tersebut.

Dasar Hukum
I. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom

Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Nomor 21
Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo
Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

1643),
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~ Peraturan Pemerintah Nomor

Undang — Undangg Nownon U2 Fabin 008 Wpbang b visifipan Epai 1o,
| I8 \ -
Nepara Repubhih Indonesta Faloie S008 Bl 47 Fambaboag [oipiboisin 1 prra
Repubhih Indonesia Nomar 116) H
Undang — Undang Nomor I3 Fibigae S0 fentagy Pepepbogmsn empdedasn e
Fanpeuny Jawab Kewangan Mo (0 embarant P Begubilib Giplagecis Fabi
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Mepaio T T A R TR R
Undang Undang  Nomor 25 Talmn JU0E Gt Blclein Peteraiman
Pembangunan Nastonal (1 embaran Negara Bepublib fdvge s Tt 2008 Ferion
104, Tambahan ! embaran Repubhib Indonesta Mo iy

Undang — Undang Nomor 33 Tahwn 2004 weptang Peiilsips Festigan foitata
Pemerintah Pusat dan Pemenntah Daerah (Lenibapan Tlegin l‘.t-;uil:h'l' lifelesiesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan | embaran Hepublik idanesias Hemei 447341,
Undang - Undang Nomor 23 Tahun 201 entang Pernenintalin Dideial (< pbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 24, Taimbuahan |<mbarsn Heparn
Republik Indonesia Nomor 3587), sebagatmana lalal; diibiali el ragia kali divbat
terakhir dengan Undang-Undang Nomor O Tabwn 2005 tentang peribaban kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun W0 Tentapg Peineihitabian Dazrah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahon 2015 Hoinor 58, Tambalian

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor A074),

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2000 wentang Mencaia Ferja Femetimah

(Lembaga Negara Republik Indonesi Tahun 2004 Momaor 14, Tambahan Lembaran

Negara Republik [ndonesia Nomor A-103),

Peraturan Pemerintah Nomor S Tahon 2004 tentang fisten Informast ¥.euangan

Dacerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 138, Tambalian |embaran
Negara Republik Indonesin Nomor 4576),

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedaman Peinbinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daetah (Lembitan Hegara fepublik

Indonesia  Tahun 2005 Nomor 165, Tumbahan Lembarn Hegara Republik
Indonesia Nomor 4593);

8 ‘Tahun 2000 tentang Pelaporan Feuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembarn MNepari Iepublib Indonesia Tahun 2006

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negar Republik ndonesia Homor 4614},
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Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Carz Pengendahan dan
Fvaluasi Pelaksanaan Rancana Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia), ‘

Peraturan  Pemenntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesta
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737),

Perateran Pemerintah Momor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741),

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817),

* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;,

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar

Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran;

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar

Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;

_ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman

Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar
Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeni di Kabupaten/Kota,
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah;

Scanned by CamScanner



22 Peraturan Bupati Pesisy Sel

estsie delatan Nomor 42 Tahon 2016 lentang Keduduks
Susunan Oy Tupas ‘ -
v Orpamsasy Tagas Pokok, Funpsi, Tata Kerja dan Urain Tugas Jabatan

Maksud dan Tujuan

Maksud hegatan e adalah Sutpol PP dan Damkar membantu Kepala Daerah untuk

menciptakan suatu hondise dacrah vanp tentram, tertib, dan terar terutama dalam

pengamanan hantor - kantor teemasuk aset — aset Negara, dan- memberikan pelayanan

vang terbarh hepada selutuiv warga masvarakat maupun dalam keidupan sehar han.

Tujuan Pengamanan Kantor adalah apar wilaksananya peningkatan - pengamanan dan

kenyamanan hingkungan kantor: Serta tenwajudnya pengamanan aset dacrah Kabupaten

Pesisir Selatan

Nama dan Organisasi

Kegiatan i dilaksanakan oleh Satan Polist Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Kabupaten Pesisir Selatan tepatnya pada Bidang - Tranmas, Tibum dan Linmas Jasa

Pengamanan Kantor dengan keanggotaannya berbenwk tim yang ditetapkan dengan

Surat Keputusan Bupan Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

a Penanggung jawab Program’ Pengguna Anggaran Kepala Satuan Polisi Pamong
Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan

b. Keputusan Bupau Nomor 900/ 05 /Kpts/BPT-PS/2020 tentang Penunjukan
Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan

endaharawan pada Satuan Pohsi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Kab Pesisir Selatan

¢ Keputusan Kepala Satpol PP dan Damkar Kab. Pesisir Selatan Nomor 321
‘Satpo! PP&Damkar-PS/2020 Tanggal februan 2020 tentang penunjukkan
pegawal negen sipil menjadi pejabat pelaksana teknis kegiatan ( PPTK )
dilingkengan Satpol PP dan Damkar Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran
2020

4 Bendahara Pengeluaran : Staf Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran,
Tenaga Kena dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan

Ruang Lingkup

- Jasa Pengamanan Kantor difokuskan pada bidang pelayanan Keamanan dan

§ samanan Kantor dan Objek Vial Lainnya.
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Fom Schedul Pelaksanaan begiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor dan Objek Vital dan
Aset Hegara
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